
Kuliah75



Perencanaan dan Penganggaran

Sumber: Paparan Bappenas
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Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil
perencanaan tata ruang, seperti yang dimaksud dalam
Bab I, Pasal 1 (4) Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 26tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

RTRW harus menjadi pilar utama sebagai pintu masuk
awal dan utama (main entrance) dalam perencanaan
pembangunan sekaligus kekuatan perekonomian lokal.

Perencanaan tata ruang telah mempertimbangkan
azaz keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi
budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, 
teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan
keamanan; aspek pengelolaan secara terpadu
berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, 
serta kualitas ruang. Perencanaan tata ruang juga 
mencakup perencanaan struktur dan pola
pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, 
tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber
daya alam lainnya

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

PEDOMAN DARI RT/RW
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INTEGRASI

Perencanaan
Daerah

Perencanaan 
Nasional

peningkatan dan pemerataan:
1. pendapatan masy;
2. kesempatan kerja; 
3. lapangan berusaha
4. akses dan kualitas yan publik; dan
5. daya saing daerah.

UU 23/2014
Pasal 259

Untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara
kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
evaluasi pembangunan Daerah.

Pasal 260
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional

PP 8/2008
Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah 
antarprovinsi (Psl 43 dan Psl 46)

Permendagri 86/2017
Mendagri melaksanakan Binwas terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 
daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan

DASAR HUKUM

TUJUAN 
PEMBANGUNAN

SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sumber: Paparan Kemendagri
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PEMBANGUNAN DAERAH (PASAL 258 UU NO.23 TAHUN 2014) 

• Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai
bagian integral dari pembangunan nasional

• Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan 
pemerataan:

1.Pendapatan masyarakat;
2.Kesempatan kerja;
3.Lapangan berusaha;
4.Akses dan kualitas pelayanan publik; dan
5.Daya saing Daerah.
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Sumber: Paparan Kemendagri
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URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH (Pasal 11 UU 23 Tahun 2014) 

Sumber: Paparan Kemendagri
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SINERGI PEMBANGUNAN NASIONAL-DAERAH

Sumber: Paparan Kemendagri
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UU No.23 Th. 2014, Pasal
263-264

RPJPD

Renstra

RPJMD

Renja

RKPDPerencanaan
Pembangunan 

Daerah 

Rencana
Pembangunan 

Daerah 

Rencana
Perangkat

Daerah

memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan 
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib 
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas 
dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran 
yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan 
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

ditetapkan dengan
Perkada setelah RPJMD 
ditetapkan.

ditetapkan kepala daerah 
setelah RKPD ditetapkan

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang 
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program 
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai 
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 
RPJPD dan RPJMN.

penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka
ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta
rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan 
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat

ditetapkan dengan Perkada

penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok
pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) 
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan 
RTRW.

Ditetapkan dengan PERDA
paling lama 6 (enam) bulan 
setelah RPJPD periode 
sebelumnya berakhir

UU No.23 Th. 2014, Pasal
272-273

Ditetapkan dengan PERDA
paling lama 6 (enam) bulan 
setelah Kepala Daerah terpilih 
dilantik

Sumber: Paparan Kemendagri
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RPJMD
Renstra

PD

Renja
PD

RKPD

KUA PPA

Rancangan 
APBDRKA-PD

RPJPD

APBDDPA-PD

• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;

• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan 
diterjemahkan kedalam RKPD;

• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah 
jangka menengah yang dilaksanakan melalui 
Renstra PD;

• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah 
ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra 
PD;

• Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra 
memedomani program prioritas dalam RPJMD;

• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; 

• Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) 
kedalam kegiatan prioritas;

• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;

• Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar 
pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD. 

Sumber: Paparan Kemendagri
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Cakupan RPJMD:
a. analisis gambaran umum kondisi Daerah
b. perumusan gambaran keuangan Daerah
c. perumusan permasalahan pembangunan

Daerah
d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya
e. perumusan isu strategis Daerah.

Sistematika Penyusunan minimal memuat:
a. Pendahuluan
b. gambaran umum kondisi Daerah
c. gambaran keuangan Daerah
d. permasalahan dan isu strategis Daerah
e. visi, misi, tujuan dan sasaran
f. strategi, arah kebijakan dan program 

pembangunan Daerah
g. kerangka pendanaan pembangunan dan 

program Perangkat Daerah
h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Daerah
i. penutup
Sumber: Permendagri No 86 Tahun2017

Sumber: Paparan Kemendagri
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Penyusunan rancangan
RPJMD

Perumusan Rancangan
Akhir RPJMD

Penetapan RPJMD

Musrembang

Sumber: Bappeda DIY
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DASAR HUKUM EVALUASI
• Pasal 245 ayat (3) 23/2014. Ranperda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, 

RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak
daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

• Pasal 267 Ayat (2) UU 23/2014. Ranperda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang 
telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum
ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

• Pasal 270 Ayat (1) UU 23/2014. Evaluasi terhadap rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan untuk
menguji kesesuaian dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau ketentutan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

• Pasal 271 Ayat (2) UU 23/2014
• Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang 

dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJP 
Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN dan kepentingan umum dan/atau
ketentutan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
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Sumber: Paparan Kemendagri
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